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KATA PENGANTAR 
 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan Rahmat, Taufik dan HidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah ( LKjIP ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2023 telah dapat diselesaikan dengan baik, sebagai wujud 

pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bojonegoro.  

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi 

pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program 

dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka 

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah 

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah secara periodik.  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Bojonegoro dalam mendukung Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu 

”Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan 

bertanggungjawab”. Penyajian LKjIP berpedoman pada Paraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, 

sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan.  

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Bojonegoro diukur berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang 

merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana 

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 dengan harapan dapat terjadi optimalisasi peran 

kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja pada 

tahun-tahun selanjutnya.  
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi 

panduan untuk peningkatan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, karena 

LKjIP merupakan refleksi dari seluruh rangkaian pelaksanaan program dan kegiatan. 

Disamping itu LKjIP juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah 

memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP)  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023.   

 
 

Bojonegoro,       Januari  2024 
KEPALA BADAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 
 
 

LULUK ALIFAH 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19691128 200312 2 008 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023, merupakan bentuk 

pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai 

tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 -2023 yang selanjutnya dijabarkan dalam 

tahun 2023. 

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 

2018 tentang Reviu Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara 

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan alat kendali dan alat 

penilaian kinerja secara kuantitatif serta bagian dari akuntabilitas pelaksanaan tugas 

dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan good 

governance dan clean governance. LKjIP menjadi alat evaluasi dari pelaksanaan 

penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), dengan laporan 

tersebut dapat dilakukan evaluasi terhadap pengendalian belanja dengan mengaitkan 

antara keluaran dengan hasil (outcomes) yang disertai dengan penekanan terhadap 

efektivitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan. 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro 

sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah (SKPKD)  berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 

Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bojonegoro yang diubah terakhir kali dengan dengan Peraturan Daerah 
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Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 serta  Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro 

mempunyai tugas membantu Bupati   dalam   melaksanakan fungsi penunjang 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang 

Keuangan dan Aset Daerah serta mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. penyusunan   kebijakan   teknis   di  bidang  Keuangan  dan Aset Daerah; 

2. pelaksanaan  tugas dukungan  teknis di bidang   Keuangan dan  Aset 

Daerah; 

3. pemantauan,  evaluasi dan   pelaporan  pelaksanaan   tugas dukungan 

teknis di bidang Keuangan dan  Aset Daerah; 

4. pembinaan   teknis   penyelenggaraan   fungsi    penunjang urusan  

pemerintahan  daerah di bidang   Keuangan  dan Aset Daerah;  dan 

5. pelaksanaan  fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan  fungsinya. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro berpedoman pada Rencana Strategis 

(Renstra) Tahun 2018-2023 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan 

Kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023. Tujuannya adalah agar 

pelaksanaan program dan kegiatan dapat diukur bukan hanya dari penyerapan 

anggaran saja (output) tetapi juga dari dampak (outcomes) serta benefitnya.  

Berpedoman pada hal tersebut di atas, maka yang ingin dicapai dalam 

pelaksanaan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Bojonegoro adalah sebagai berikut : 

Visi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah Menjadikan Bojonegoro sebagai 

Sumber Ekonomi Kerakyatan, dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat 

yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing. 

Misi yang menjadi tugas  Badan Pengelolaan Keuangan dan  Aset Daerah Kabupaten 

Bojonegoro adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan 

bertanggungjawab  
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Tujuan BPKAD adalah Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah dan aset 

daerah dan sasaran yang harus dicapai adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan 

keuangan daerah serta Meningkatnya kualitas  pengelolaan barang milik daerah. 

Secara umum capaian kinerja dan realisasi pelaksanaan program, kegiatan 

dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 telah 

mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja),  dalam rangka 

meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang secara tidak 

langsung juga mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.  

 

Bojonegoro,      Januari  2024 
KEPALA BADAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 
 
 

LULUK ALIFAH 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19691128 200312 2 008 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, 

alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, 

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada 

instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 

instansi pemerintah. Bedasarkan ketentuan tersebut maka Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP)  sangat dibutuhkan untuk mengukur kinerja dan kualitas kerja suatu 

instansi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro 

selaku SKPD setelah tahun anggaran berakhir mempunyai kewajiban untuk menyusun 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 yang merupakan laporan kinerja 

tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran 

strategis.  Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan 

perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro kinerjanya diukur 

berdasarkan kontribusi yang dihasilkan dalam menunjang tercapainya Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro yang telah tertuang dalam Rancangan Kerja  Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023 yaitu Meningkatnya kinerja pengelolaan 

keuangan daerah dan aset daerah .   

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan 

pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai bahan 

analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bojonegoro pada tahun-tahun mendatang. 

 
B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Bojonegoro adalah media pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah  yang di dalamnya berisi informasi mengenai kinerja. Dalam Laporan 
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Akuntabilitas ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran 

dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 

2018 - 2023. 

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk 

memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya 

peningkatan kinerja (performance improvement) baik dalam bentuk regulasi, distribusi 

dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bojonegoro. 

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk : 

1. Memberikan informasi capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah  Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

yang diembannya; 

2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten Bojonegoro; 

3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah  Kabupaten Bojonegoro; 

4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang; 

5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, 

sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat 

dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif. 

Untuk mengantisipasi perkembangan yang sedang dan akan terjadi, maka 

faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan  guna  menyesuaikan dengan  

perkembangan yang begitu cepat. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, 

regional, nasional maupun Global memiliki andil dalam proses pencapaian tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan, dengan demikian untuk meningkatkan kinerja Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro harus dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor kelemahan (Weakness) dan memanfaatkan 

kekuatan (Strenght) dari faktor internal yang ada untuk dapatnya memanfaatkan 

peluang (Opportunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. 

Dengan demikian posisi dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan di 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat mengambil peran sesuai dengan hasil 

analisis baik dari lingkungan internal maupun eksternal. 
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C. LANDASAN HUKUM 
Dalam menyusun Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bojonegoro memperhatikan berbagai peraturan perundang – 

undangan antara lain : 

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di 

lingkungan Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Peranturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peyunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

 

D. SISTEMATIKA 
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai      

berikut : 

Executive summary (Ikhtisar Eksekutif) 

Daftar Isi 

Daftar tabel  

BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, 

Landasan Hukum, Sistematika, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan 

Fungsi, Kondisi Pegawai dan Sarana prasarana  

BAB II : PERENCANAAN KINERJA 
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Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang 

menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Rencana Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023, serta Penetapan 

Kinerja Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan dan target capaian 

dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah. 

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 

Bab ini berisi uraian skala pengukuran capaian kinerja dan Analisis kinerja 

atas capaian, Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Renstra 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan 

realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2023 

terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja  

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 yang 

dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta 

Rencana Tindak Lanjutnya. 

 

E. STRUKTUR ORGANISASI 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro 

adalah SKPD yang mempunyai tugas mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, 

khususnya sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, 

bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan 

efesien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 93 Tahun 2021  Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan fungsi penunjang Urusan  Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah    di  Bidang   Keuangan  dan   Aset Daerah, dalam 

menjalankan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bojonegoro melaksanakan fungsi sebagai berikut :  

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Keuangan dan Aset Daerah; 
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b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Keuangan dan Aset Daerah; 

c. Pemantauan, Evalusi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang 

Keuangan dan Aset Daerah; 

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah dibidang Keuangan dan aset Daerah; 

e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Adapun Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 

Daerah  berdasarkan Peraturan dimaksud terdiri atas :  

a. Kepala Badan. 

b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Koordinator Analis Anggaran Ahli Muda; dan 

3. Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda. 

c. Bidang Anggaran membawahi : 

1. Sub Pengelolaan Anggaran I; dan 

2. Sub Pengelolaan Anggaran I;  

d. Bidang Akuntansi dan Investasi, membawahi : 

1. Sub Bidang Akuntansi; 

2. Sub Bidang  Investasi; dan 

3. Sub Koordinator Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda. 

e. Bidang Perbendaharaan, membawahi : 

1. Sub Bidang Belanja Non Gaji; dan 

2. Sub Bidang Belanja Gaji dan Bidang Pengelolaan Kas Daerah. 

f.  Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi : 

1. Sub Bidang Perencanan dan Penatausahaan; 

2. Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan; dan 

3. Sub Koordinator Penilai Pemerintah Ahli Muda. 

 

g. UPTD 

h. Kelompok Jabatan Fungsioanal 

Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bojonegoro adalah sebagaimana disajikan sebagai berikut : 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai 

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, 

yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegitan tahunan. 

Perencanaan kinerja merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia 

beserta seluruh sumber daya lainnya guna menjawab tuntutan pekerjaan serta 

perubahan perkembangan lingkungan strategis di semua tataran. 

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bojonegoro disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Kabupaten Bojonegoro yang memuat visi dan misi Pemerintah Kabupaten 

Bojonegor0.  Dari visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan 

sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam 

pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan pelaksanaan program dan 

kegiatan. 

Rencana Kinerja berdasarkan Rencana Strategis yang akan dicapai oleh 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah 

sebagai berikut : 

• VISI 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro 

Tahun 2018-2023 Visi Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut : 
“ Menjadikan Bojonegoro sumber ekonomi kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal 
untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera dan berdaya saing “ 

• MISI 
Misi  Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 -2023 adalah : 
1. Mewujudkan tata kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai religius dan 

kearifan lokal 

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan 

bertanggungjawab. 

3. Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkelanjutan. 
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4. Mewujudkan rasa aman dan keperpihakan bagi perempuan, anak, penyandang 

disabilitas serta kaum dhuafa. 

5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan 

ekonomi kreatif. 

6. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal  

7. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan. 

Dalam rangka untuk keberhasilan pencapaian visi misi tersebut di atas, perlu 

ditetapkan tujuan  dan beberapa sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah lainnya saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Hubungan Misi, 

Tujuan dan Sasaran Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah 

sebagai berikut : 

Tujuan       : Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset milik daerah  

Sasaran 1  : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. 
Sasaran 2  : Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah. 

 
Adapun Target Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah adalah sebagai berikut :  

Tabel 2.1  
Target Capian Kinerja Tahun 2023 

No Sasaran Stratategis Indikator Kinerja  Target 

1 2 3 4 

1 Meningkatkan kinerja 
pemerintahan   

Opini BPK WTP 

 

Tabel 2.2 
Target RENSTRA BPKAD  

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
SASARAN/TUJU

AN 

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA 
TAHUN KE- 

1 2 3 4 5 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Meningkatnya 
kinerja 
pengelolaan 
keuangan 
daerah dan 
aset daerah  

 Opini BPK   WTP   WTP   WTP  WTP   WTP 

  Meningkatnya 
kualitas 

Persentase OPD 
yang 

90% 95% 100% 100% 100% 
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pengelolaan 
keuangan 
daerah  

menyampaikan 
laporan keuangan 
sesuai ketentuan 

   Persentase 
laporan keuangan 
OPD yang 
disusun sesuai 
SAP 

75% 75% 80% 80% 90% 

   Persentase 
temuan BPK 
tentang 
pengelolaan 
keuangan yang 
ditindaklanjuti  

75% 75% 80% 80% 90% 

  Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
barang milik 
daerah  

Persentase OPD 
yang tertib tata 
kelola barang 
milik daerah  

60% 60% 60% 60% 75% 

   Persentase 
laporan barang 
milik daerah yang 
disusun sesuai 
ketentuan  

90% 95% 100% 100% 100% 

   Persentase 
temuan BPK 
tentang 
pengelolaan 
Barang Milik 
Daerah yang 
ditindaklanjuti  

45% 45% 50% 50% 60% 

 
 

Tabel 2.3 
Target RENJA BPKAD TAHUN 2023 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
SASARAN/TUJUAN 

TARGET 
KINERJA 
TUJUAN/ 

SASARAN  
(1) (2) (3) (4) (5) 
 Meningkatnya kinerja 

pengelolaan keuangan 
daerah dan aset daerah  

 Opini BPK  WTP 

  Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
keuangan daerah  

Persentase OPD yang 
menyampaikan laporan 
keuangan sesuai ketentuan 

100% 

   Persentase laporan 
keuangan OPD yang 
disusun sesuai SAP 

90% 

   Persentase temuan BPK 
tentang pengelolaan 
keuangan yang 
ditindaklanjuti  

90% 

  Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
barang milik 
daerah  

Persentase OPD yang tertib 
tata kelola barang milik 
daerah  

75% 
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   Persentase laporan barang 
milik daerah yang disusun 
sesuai ketentuan  

100% 

   Persentase temuan BPK 
tentang pengelolaan Barang 
Milim Daerah yang 
ditindaklanjuti  

60% 

 

Tabel 2.4 
Target Penyesuaian RENJA BPKAD TAHUN 2023 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
SASARAN/TUJUAN 

TARGET 
KINERJA 
TUJUAN/ 

SASARAN  
(1) (2) (3) (4) (5) 
 Meningkatnya kinerja 

pengelolaan keuangan 
daerah dan aset daerah  

 Opini BPK  WTP 

  Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
keuangan daerah  

Persentase OPD yang 
menyampaikan laporan 
keuangan sesuai ketentuan 

100% 

   Persentase laporan 
keuangan OPD yang 
disusun sesuai SAP 

100% 

   Persentase temuan BPK 
tentang pengelolaan 
keuangan yang 
ditindaklanjuti  

90% 

  Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
barang milik 
daerah  

Persentase Pemanfaatan 
Barang Milik Daerah  

3% 

   Persentase laporan barang 
milik daerah yang disusun 
sesuai ketentuan  

95% 

   Persentase temuan BPK 
tentang pengelolaan Barang 
Milim Daerah yang 
ditindaklanjuti  

60% 

 

Tabel 2.5 
Target PERJANJIAN KINERJA  BPKAD TAHUN 2023 

NO TUJUAN SASARAN TARGET  
(1) (2) (3) (4) 

1 Meningkatnya kualitas 
pengelolaan keuangan daerah  

Opini BPK atas LKPD 
Kabupaten Bojonegoro 

Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) 

2 Meningkatnya kualitas 
pengelolaan barang milik 
daerah 

Predikat SAKIP Badan 
Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah 

A 

  Indeks Kepuasan Masyarakat 
yang dihasilkan oleh Badan 
Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah 

Sangat Baik  
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  Prosentase Penyerapan 
Anggaran Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah 

85% 

  Nilai MCP KPK 95% 
  Inovasi  1 Inovasi/Penghargaan  
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 
Adapun pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan 

target setiap Indikator Kinerja Utama  dengan Realisasinya. Setelah dilakukan 

penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). 

Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna 

mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang 

(performance improvement). 

Dalam memberikan penilaian tingkat Capaian Kinerja setiap sasaran 

menggunakan 4 (empat) skala pengukuran sebagai berikut : 

Tabel 3.1 
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2023 

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran : 

Bilamana Indikator Kinerja Utama mempunyai makna progres positif, maka skala yang 

digunakan sebagai berikut : 

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian 

5 91% sampai 100%      Sangat Tinggi 

4 76% sampai 90% Tinggi 

3 66% sampai 75% Sedang 

2 51% sampai 65% Rendah 

1 Kurang dari 50% Sangat Rendah 

Sebaliknya bilamana Indikator Kinerja Utama mempunyai makna progres negatif, maka 

skala yang digunakan sebagai berikut : 

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian 

5 91% sampai 100% Sangat Rendah 

4 76% sampai 90% Rendah 

3 66% sampai 75% Sedang 
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2 51% sampai 65% Tinggi 

1 Kurang dari 50% Sangat Tinggi 

Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 

2023 menggunakan metode sebagaimana yang diatur dalam Peranturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023 disajikan melalui beberapa 

metode sebagaimana berikut : 

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada); 

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan;  

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan 

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja. 

 Dalam mewujudkan misi kedua RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 -2023 

yaitu  “ MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, 
TRANSPARAN DAN BERTANGGUNGJAWAB “ Tujuan, Sasaran dan Indikator 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dapat 

dijabarkan sebagai  berikut : 

a. Tujuan  

Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah 

b. Sasaran  

1. meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 

2. meningkatnya kualitas  pengelolaan barang milik daerah 
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c. Indikator  

Indikator untuk sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan 

keuangan daerah adalah :  

- Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan 

- Persentase laporan keuangan OPD yang disusun sesuai SAP 

- Persentase temuan BPK tentang pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti 

Indikator untuk sasaran kedua yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan 

keuangan daerah adalah :  

- Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah 

- Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan 

- Persentase temuan BPK tentang pengelolaan Barang Milik Daerah  yang 

ditindaklanjuti 

Sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro 

yang kemudian dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja, maka 

pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam memenuhi 

target yang ditetapkan untuk mencapai sasaran adalah  realisasi dari indikator kinerja 

yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan pengelolaan Keuangan Kabupaen 

Bojonegoro  disajikan dalam tabel sebagai berikut  :      

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023  tercapai 100% 

(seratus persen) yaitu dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) dari Badan Pemerika Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Tahun 2021. Karena capaian target adalah 100% maka kategori capaian 

Sangat Tinggi 

Tabel 3.2 
Pencapaian Kinerja  

No Sasaran 
Stratategis 

Indikator 
Kinerja  

Target Realisasi % 
Capaian  

1 2 3 4 5 6 

1 Meningkatkan 
kinerja 
pemerintahan   

Opini BPK WTP WTP 100% 

 

2. Perbandingan Realisasi Kinerja mulai Tahun 2021 sampai dengan  Tahun 2023 

dalam Pencapaian Indikator kinerja yaitu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 
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mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Audit atas  Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK. Pada Tahun 2023 Kabupaten Bojonegoro 

mendapatkan Opini WTP sebanyak 9 (sembilan ) kali secara berturut-turut mulai 

Tahun 2014. 
Tabel 3.3 

Perbandingan Realisasi Kinerja  
No Sasaran 

Strategis 
Indikator 
Kinerja  

Target  Realisasi  
Th. n-2 Th. n-1 Th. n 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Meningkatkan 

kinerja 
pemerintahan   

Opini 
BPK 

WTP WTP WTP WTP 

 
 

3. Realisasi kinerja dengan mendapatkan opini WTP dalam pemeriksaan LKPD 

Kabupaten Bojonegoro adalah sesuai dengan target yang ditetapkan RPJMD dan 

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 
Tabel 3.4 

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode RENSTRA 
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target akhir 

RENSTRA 
Realisasi 
s/d Th. n 

Tingkat 
Kemajuan 

1 2 3 4 5 6 

1 
Meningkatkan 
kinerja 
pemerintahan   

Opini BPK WTP WTP - 

 

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional sesuai dengan sasaran 

strategis meningkatnya kinerja pemerintah khususnya dalam pengelolaan 

keuangan adalah dengan  mendapatkan opini WTP oleh BPK dalam Laporan 

Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Pada Tahun 2022 mendapatkan 

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut dari hasil pemeriksaan atas 

82 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan 

Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang menunjukan opini WTP atas 81 (delapan 

puluh satu) LKKL dan LKBUN. Satu LKKL yaitu Laporan Keuangan Kementerian 

Komunikasi dan Informatika mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP). Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga memenuhi target dengan 

mendapatkan  Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 

2022. 
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Tabel 3.5 
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional 

 
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi 2023 Realisasi 

Nasional  
Tingkat 

Kemajuan 
1 2 3 4 5 6 

1 
Meningkatkan 
kinerja 
pemerintahan   

Opini BPK WTP WTP - 

 
 

Tabel 3.6 
Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2018 -2022 

 

Tabel 3.7 
Perkembangan Opini LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 -2022 
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5. Analisis penyebab keberhasilan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam 

mempertahankan opini WTP oleh BPK  atas LKPD adalah dengan melaksanakan 

hal-hal sebagai berikut : 
- sistem pengendalian internal yang memadai;  
- meminimalisir salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan; 
- laporan keuangan disajikan  secara wajar sesuai dengan SAP.  

Tabel 3.8 
Analisis Capaian dan Solusi Perbaikan  

NO Sasaran 
Strategis 

Tercapai/ 
Tidak 

Penyebab Solusi Perbaikan atau 
peningkatan   

1 2 3 4 5 
1 Meningkatkan 

kinerja 
pemerintahan 
 
   

Tercapai  
Opini WTP  

sistem pengendalian 
internal memadai, tidak 
ada salah saji yang 
material atas pos-pos 
laporan keuangan dan 
laporan keuangan 
disajikan  secara wajar 
sesuai dengan SAP 

Meningkatkan sistem 
pengendalian internal, 
meminimalisir salah saji 
atas pos-pos laporan 
keuangan dan 
menyajikannya sesuai 
SAP serta segera 
menindaklanjuti hasil LHP 
BPK 

 
6. Pelaksaanaan program dan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bojonegoro  terutama dalam melaksanakan belanja daerah 

dilakukan dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis. Dalam hal ini target 

program dan kegiatan tetap tercapai 100% tetapi anggaran yang digunakan 

diminimalisir seefisien mungkin, pada tahun 2023 di BPKAD Pagu Anggaran 

seluruhnya sebesar Rp. 1.605.202.109.326,00 (satu triliun enam ratus lima milyar 

dua ratus dua juga seratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) 

terserap sebesar 79,08% (tujuh puluh sembilan koma nol delapan persen) yaitu 

sebesar  Rp. 1.304.987.722.036,00 ( satu triliun tiga ratus empat milyar sembilan 

ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga puluh enam 

rupiah ) 126,45%. 
Tabel 3.9 

Pencapaian Kinerja dan Anggaran 

No 
Sasaran/ 
Program/ 
Kegiatan  

Indikator 

Kinerja Anggaran 

Target 

(%) 

Realis
asi 

(%) 

Capaia
n 

(%) 
Alokasi Realisasi Capaia

n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Sasaran 
Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 

Persentase 
OPD yang 
menyampai
kan laporan 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
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keuangan 
daerah 

keuangan 
sesuai 
ketentuan 
 
Persentase 
laporan 
keuangan 
OPD yang 
disusun 
sesuai SAP 
 
Persentase 
temuan 
BPK 
tentang 
pengelolaa
n keuangan 
yang 
ditindaklanj
uti 

 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
80 

 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
85 

 
 
 
 
125 
 
 
 
 
 
106 
 

 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
KEUANGAN 
DAERAH 
KABUPATEN/ 
KOTA 

Persentase 
OPD yang 
menyusun 
RKA sesuai 
ketentuan 

100 100 100 1.639.927.033.421,
00 

1.296.494.117.291
,00 

76,06 

  Persentase 
penerbitan 
SP2D dalam 
2 hari  

100 100 100    

  Persentase 
OPD yang 
menyampaik
an laporan 
keuangan 
tepat waktu 

100 100 100    

 Kegiatan 
Koordinasi dan 
Penyusunan 
Rencana 
Anggaran 
Daerah 

Persentase  
OPD yang 
menyusun 
rencana 
anggaran 
daerah 
sesuai 
ketentuan; 
Persentase 
dokumen 
anggaran 
daerah yang 
disusun 
sesuai 
ketentuan 

100 100 100 1.602.315.500,00 1.359.680.642,00 84,86% 

 Kegiatan 
Koordinasi dan 
Pengelolaan 
Perbendaharaan 
Daerah 

Persentase 
pelaporan 
dan 
pertanggung
jawaban 
pengelolaan 
perbendahar
aan tepat 
waktu 

100 100 100 1.018.871.208,00 911.385.591,00 89,45 

 Kegiatan 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi dan 
Pelaporan 
Keuangan 
Daerah 

Persentase 
OPD yang 
menyerap 
Anggaran 
sesuai 
dengan 
Rencana 

100 100 100 720.406.000,00 572.366.972,00 79,45 
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Anggaran 
Kas  

 Kegiatan 
Penunjang 
Urusan 
Kewenangan 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

Persentase 
penyaluran 
Bantuan 
Keuangan, 
Belanja 
Tidak 
Terduga dan 
Belanja 
Transfer 
yang sesuai 
ketentuan 

100 100 100 1.635.792.020.213,
00 

1.292.925.701.218
,00 

79,04 

 Kegiatan 
Pengelolaan 
Data dan 
Implementasi 
Sistem Informasi 
Pemerintah 
Daerah Lingkup 
Keuangan 
Daerah 

persentase  
SKPD  
menyampaik
an Laporan 
Keuangan 
berbasis 
Aplikasi 
sesuai 
ketentuan 

100 100 100 793.420.500,00 724.982.868,00 91,37 

2 Sasaran 
Meningkatnya 
kualtas 
pengelolaan 
BMD 

Persentase 
OPD yang 
tertib tata 
kelola 
barang milik 
daerah 

Persentase 
laporan 
barang milik 
daerah yang 
disusun 
sesuai 
ketentuan 

Persentase 
temuan BPK 
tentang 
pengelolaan 
Barang 
Milim 
Daerah yang 
ditindaklanju
ti 

60 

 

 

100 

 

 

50 

70 

 

 

100 

 

 

55 

 

116 

 

 

100 

 

 

110 

 

   

 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
BARANG MILIK 
DAERAH 

Persentase 
OPD yang 
menyampaik
an laporan 
pengelolaan 
barang milik 
daerah 
sesuai 
ketentuan 

100 100 100 1.654.577.915,00 1.451.135.417,00 87,70 

 Kegiatan 
Pengelolaan 
Barang Milik 
Daerah 

Persentase  
OPD yang 
difasilitasi  
pengelolaan 
barang milik 
daerahnya 

100 100 100 1.654.577.915,00 1.451.135.417,00 87,70 

3 Sasaran 
Meningkatnya 
kinerja 
pemerintahan 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat   

Sangat 
Baik  

Sangat 
Baik  

Sangat 
Baik  

   

  Nilai SAKIP  BB BB BB    
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 PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHA
N DAERAH 
KABUPATEN/K
OTA 

Persentase 
layanan 
penunjang 
urusan 
pemerintaha
n yang 
dilaksanaka
n 

100 100 100 8.620.497.990,00 7.042.469.328,00 81,69 

 Kegiatan 
Perencanaan 
Penganggaran 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
dokumen 
Perencanaa
n 
Penganggar
an dan 
Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah yang 
tersusun 

100 100 100 434.836.895,00 421.115.971,00 96,84 

 Kegiatan 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
daerah 

Jumlah 
layanan 
administrasi 
keuangan 
yang 
tercukupi 

100 100 100 6.741.148.209,00 5.380.190.898,00 79,81 

 Kegiatan 
Administrasi 
Kepegawaian  
Perangkat 
daerah 

Jumlah 
laporan 
administrasi 
kepegawaia
n yang 
tersusun 

100 100 100 107.314.000,00 103.582.000,00 96,52 

 Kegiatan 
Administrasi 
Umum  
Perangkat 
daerah 

Jumlah 
laporan 
administrasi 
umum  yang 
tersusun 

100 100 100 443.114.350,00 428.991.687,00 96,81 

 Kegiatan 
Penyediaan 
Jasa Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daera 

Jumlah 
penyediaan 
jasa urusan 
pemerintaha
n 

100 100 100 464.765.786,00 315.208.472,00 67,82 

 Kegiatan 
Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah jenis 
pemeliharaa
n BMD 
penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 

100 100 100 429.318.750,00 393.380.300,00 91,63 

Jumlah Total  1.650.202.109.326,
00 

1.304.987.722.036
,00 

79,08 
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Tabel 3.10 
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya 

No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

% Capaian  % serapan 
anggaran 

Tingkat 
Efisiensi 

1 2 3 4 5 6 
1 Meningkatkan 

kinerja 
pemerintahan 

Opini BPK   100% 79,08% 126,45% 

 
Tabel 3.11 

Efisiensi Penggunaan Anggaran 
No Sasaran/Program Indikator Kinerja % 

Capaian 

% 

Serapan 
Anggaran 

% 

Tingkat 
Efisiensi 

1 2 3 4 5 6 

1 

Sasaran Meningkatnya 
kualitas pengelolaan 

keuangan daerah 

Persentase OPD yang 
menyampaikan laporan keuangan 
sesuai ketentuan 
 
Persentase laporan keuangan OPD 
yang disusun sesuai SAP 
 

Persentase temuan BPK tentang 
pengelolaan keuangan yang 
ditindaklanjuti 

100 
 
 
100 
 
 
 
100 

  

 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

KEUANGAN 

DAERAH 

KABUPATEN/ KOTA 

Persentase OPD yang menyusun 

RKA sesuai ketentuan 

100 76,06 126,49 

  Persentase penerbitan SP2D 

dalam 2 hari  

100   

  Persentase OPD yang 

menyampaikan laporan keuangan 

tepat waktu 

100   

 Koordinasi dan 

Penyusunan Rencana 

Anggaran Daerah 

Persentase  OPD yang menyusun 

rencana anggaran daerah sesuai 

ketentuan; Persentase dokumen 

anggaran daerah yang disusun 

sesuai ketentuan 

100 84,86% 117,84 

 Koordinasi dan 

Pengelolaan 

Perbendaharaan 

Daerah 

Persentase pelaporan dan 

pertanggungjawaban pengelolaan 

perbendaharaan tepat waktu 

100 89,45 111,79 

 Koordinasi dan 

Pelaksanaan 

Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan 

Daerah 

Persentase OPD yang 

menyampaikan Laporan Keuangan 

Tepat waktu   

100 79,45 125,86 
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 Penunjang Urusan 

Kewenangan 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Persentase penyaluran Bantuan 

Keuangan, Belanja Tidak Terduga 

dan Belanja Transfer yang sesuai 

ketentuan 

100 79,04 126,52 

 Pengelolaan Data dan 

Implementasi Sistem 

Informasi Pemerintah 

Daerah Lingkup 

Keuangan Daerah 

prosentase  SKPD  menyampaikan 

Laporan Keuangan berbasis 

Aplikasi sesuai ketentuan 

100 91,37 109,44 

2 Sasaran 
Meningkatnya 
kualtas pengelolaan 
BMD 

Persentase OPD yang tertib tata 
kelola barang milik daerah 
 
Persentase laporan barang milik 
daerah yang disusun sesuai 
ketentuan 
 
Persentase temuan BPK tentang 
pengelolaan Barang Milim Daerah 
yang ditindaklanjutiPersentase 
barang milik daerah yang dikelola 
sesuai standar 

100 
 
 
100 
 
 
100 

  

 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

BARANG MILIK 

DAERAH 

Persentase OPD yang 

menyampaikan laporan 

pengelolaan barang milik daerah 

sesuai ketentuan 

100 87,70 114,02 

 Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

Persentase  OPD yang difasilitasi  

pengelolaan barang milik 

daerahnya 

100 87,70 114,02 

3 Sasaran 
Meningkatnya 
kinerja 
pemerintahan 

Indeks Kepuasan Masyarakat   Sangat 

Baik  

  

  Nilai SAKIP  BB   

 PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Persentase layanan penunjang 

urusan pemerintahan yang 

dilaksanakan 

100 81,69 122,41 

 Perencanaan 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen Perencanaan 

Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah yang 

tersusun 

100 96,84 103,26 

 Administrasi 

Keuangan Perangkat 

daerah 

Jumlah layanan administrasi 

keuangan yang tercukupi 

100 79,81 125,30 

 Administrasi 

Kepegawaian  
Perangkat daerah 

Jumlah laporan administrasi 

kepegawaian yang tersusun 

100 96,52 103,60 

 Administrasi Umum  

Perangkat daerah 

Jumlah laporan administrasi umum  

yang tersusun 

100 96,81 103,19 
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 Penyediaan Jasa 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Jumlah penyediaan jasa urusan 

pemerintahan 

100 67,82 147,45 

 Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah jenis pemeliharaan BMD 

penunjang urusan pemerintah 

daerah 

100 91,63 109,14 

 
Rata-rata capaian efisiensi pelaksanaan program kegiatan Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 

adalah sebesar 126,45%  untuk penggunaan anggaran berbasis kinerja.  

Efisiensi atau daya guna berhubungan erat dengan produktivitas, yaitu 

pengukuran dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan input yang 

digunakan (cost of output). Kegiatan operasional disebut efisien bila:  

- Suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan 

input serendah-rendahnya (spending well). 

- Adanya penurunan atau penghapusan biaya yang tidak perlu (cost reduction). 
Analisis efisiensi dilakukan per sasaran strategis. Penyimpulan efisiensi 

adalah sebagai berikut: 

- Efisien jika rasio efisiensi sama atau lebih besar dari 100%. 

- Belum efisien jika rasio efisiensi lebih kecil dari 100%. 

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan 

program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya 

manusia. Rasio efisiensi sumber daya anggaran dapat dihitung dengan rumus: 

                                                                 

Rasio efisiensi anggaran  =  
[
R𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐾𝐼𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎⁄ ]

[ 
R𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛

𝑃𝑎𝑔𝑢 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛⁄ ]
× 100% 

 

Berdasarkan dari rumus perhitungan efisiensi diatas maka pelaksanaan 

program dan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bojonegoro masuk dalam kategori efisien karena rasio efisiensi lebih 

dari 100% yaitu 126,45% untuk total penggunaan dana dari pagu anggaran 

yang ada. Efisiensi tertinggi berada pada kegiatan Jumlah penyediaan jasa 

urusan pemerintahan (Rasio 147,45%)  , diikuti kegiatan Penunjang Urusan 

Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Rasio 126,52 %) serta 

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 

(Rasio 125,86%) 
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7. Analisis program/kegiatan dalam  menunjang keberhasilan pencapaian kinerja 

adalah : 

1. Dengan tercukupinya  kebutuhan pelayanan umum, kepegawaian serta 

sarana dan prasarana kantor.  

2. Penganggaran pendapatan dan belanja dilakukan dengan  rekening yang 

tepat sesuai ketentuan dan penetapan APBD tepat waktu. 

3. Menyusun laporan keuangan sesuai prinsip kebijakan akuntansi pemerintah 

daerah sehingga untuk memperoleh predikat WTP dalam Pemeriksaan 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK. 

4. Mencukupi anggaran sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan serta 

pengelolaan manajemen kas yang efektif.  

5. Terlaksananya tertib pengelolaan barang milik daerah mulai dari proses 

perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan penghapusan aset daerah 

 
 

Tabel 3.12 
Analisis Program/Kegiatan Penunjang 

No Sasaran/Indikator 
Sasaran Program/Kegiatan Anggaran Analisa 

1 Persentase OPD yang 

menyusun RKA sesuai 

ketentuan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 
KABUPATEN/ KOTA 

1.639.927.033.421,00 Merupakan penunjang 

untuk tercapainya 

sasaran meningkatnya 

kualitas  pengelolaan 

keuangan daerah dan 

pengelolaan barang 

milik daerah yang 

berfungsi untuk 

mencukupi kebutuhan 

perencanaan 

penganggaran,  

administrasi keuangan, 

administrasi 

kepegawaian,  

administrasi  umum, 

serta sarana dan 

pengadaan dan 

pemeliharaan sarana 

dan  prasarana kantor 

pada Badan 

Pengelolaan Keuangan 

 Persentase penerbitan 

SP2D dalam 2 hari  

  

 Persentase OPD yang 

menyampaikan laporan 

keuangan tepat waktu 

  

 Persentase  OPD yang 

menyusun rencana 

anggaran daerah 

sesuai ketentuan; 

Persentase dokumen 

anggaran daerah yang 

disusun sesuai 

ketentuan 

Koordinasi dan 
Penyusunan Rencana 
Anggaran Daerah 

1.602.315.500,00 

 Persentase pelaporan 

dan 

pertanggungjawaban 

pengelolaan 

perbendaharaan tepat 

waktu 

Koordinasi dan 
Pengelolaan 
Perbendaharaan Daerah 

1.018.871.208,00 
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 Persentase OPD yang 

menyerap Anggaran 

sesuai dengan 

Rencana Anggaran 

Kas  

Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan 
Daerah 

720.406.000,00 dan Aset Daerah 

Kabupaten Bojonegoro 

 Persentase penyaluran 

Bantuan Keuangan, 

Belanja Tidak Terduga 

dan Belanja Transfer 

yang sesuai ketentuan 

Penunjang Urusan 
Kewenangan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

1.635.792.020.213,00 

 prosentase  SKPD  

menyampaikan 

Laporan Keuangan 

berbasis Aplikasi 

sesuai ketentuan 

Pengelolaan Data dan 
Implementasi Sistem 
Informasi Pemerintah 
Daerah Lingkup Keuangan 
Daerah 

793.420.500,00 

 Persentase OPD yang 

menyampaikan laporan 

pengelolaan barang 

milik daerah sesuai 

ketentuan 

PROGRAM 
PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH 

1.654.577.915,00 

 Persentase  OPD yang 

difasilitasi  pengelolaan 

barang milik daerahnya 

Pengelolaan Barang Milik 
Daerah 

1.654.577.915,00 

 Indeks Kepuasan 

Masyarakat/  

Persentase layanan 

penunjang urusan 

pemerintahan yang 

dilaksanakan 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

8.620.497.990,00 

 Jumlah dokumen 

Perencanaan 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah yang 

tersusun 

Kegiatan Perencanaan 
Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

434.836.895,00 

 Jumlah layanan 

administrasi keuangan 

yang tercukupi 

Kegiatan Administrasi 
Keuangan Perangkat 
daerah 

6.741.148.209,00 

 Jumlah laporan 
administrasi 
kepegawaian yang 
tersusun 

Kegiatan Administrasi 
Kepegawaian  Perangkat 
daerah 

107.314.000,00 

 Jumlah laporan 
administrasi umum  
yang tersusun 

Kegiatan Administrasi 
Umum  Perangkat daerah 

443.114.350,00 
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 Jumlah penyediaan 
jasa urusan 
pemerintahan 

Kegiatan Penyediaan Jasa 
Urusan Pemerintahan 
Daerah  

464.765.786,00 

 Jumlah jenis 
pemeliharaan BMD 
penunjang urusan 
pemerintah daerah 

Kegiatan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

429.318.750,00 

 
 

B. REALISASI ANGGARAN 
Realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 

dari pagu  Rp. 1.605.202.109.326,00 (satu triliun enam ratus lima milyar dua ratus dua juga 

seratus sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) terserap sebesar 79,08% (tujuh 

puluh sembilan koma nol delapan persen) yaitu sebesar  Rp. 1.304.987.722.036,00 ( satu 

triliun tiga ratus empat milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh 

dua ribu tiga puluh enam rupiah ). 

Tabel 3.13 
Realisasi Anggaran Tahun 2023 

No Program/Kegiatan 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

1 

PROGRAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/ 
KOTA 

1.639.927.033.421,00 1.296.494.117.291,00 

 
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 

Rencana Anggaran Daerah 
1.602.315.500,00 1.359.680.642,00 

 
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan 

Perbendaharaan Daerah 
1.018.871.208,00 911.385.591,00 

 
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Daerah 

720.406.000,00 572.366.972,00 

 
Kegiatan Penunjang Urusan 
Kewenangan Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

1.635.792.020.213,00 1.292.925.701.218,00 

 

Kegiatan Pengelolaan Data dan 
Implementasi Sistem Informasi 
Pemerintah Daerah Lingkup 
Keuangan Daerah 

793.420.500,00 724.982.868,00 

2 
PROGRAM PENGELOLAAN 
BARANG MILIK DAERAH 

1.654.577.915,00 1.451.135.417,00 

 
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik 
Daerah 

1.654.577.915,00 1.451.135.417,00 

3 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

8.620.497.990,00 7.042.469.328,00 

 
Kegiatan Perencanaan Penganggaran 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

434.836.895,00 421.115.971,00 

 
Kegiatan Administrasi Keuangan 
Perangkat daerah 

6.741.148.209,00 5.380.190.898,00 
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 Kegiatan Administrasi Kepegawaian  
Perangkat daerah 

107.314.000,00 103.582.000,00 

 Kegiatan Administrasi Umum  
Perangkat daerah 

443.114.350,00 428.991.687,00 

 Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan 
Pemerintahan Daerah  

464.765.786,00 315.208.472,00 

 
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

429.318.750,00 393.380.300,00 

JUMLAH 1.650.202.109.326,00 1.304.987.036,00 

 
C. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD 

Untuk target RPJMD Kabupaten Bojonegoro khususnya dalam menjalankan 

misi kedua yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan 

bertanggungjawab  juga telah dapat tercapai yaitu dengan memperoleh opini wajar 

tanpa pengecualian oleh Badan Permeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan merupakan kesembilan  kalinya secara berturut-

turut. Katagori WTP merupakan pemberian opini tertinggi oleh BPK-RI dalam rangka 

pencapaian laporan keuangan yang memadai sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP). 

Tabel 3.14 
Realisasi Indikator Sasaran RPJMD  

NO VISI DAN MISI TUJUAN/SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI 
 VISI 

Menjadikan 
Bojonegoro sumber 
ekonomi kerakyatan 
dan Sosial Budaya 

Lokal untuk 
terwujudnya 

masyarakat yang 
beriman, sejahtera 
dan berdaya saing 

MISI 
Mewujudkan tata 

kelola pemerintahan 
yang bersih, 

transparan dan 
bertanggungjawab 

 

TUJUAN  
Mewujudkan reformasi 

birokrasi untuk 
menghadirkan 

pemerintahan yang 
bersih, transparan dan 

bertanggung jawab  
SASARAN  

Meningkatnya kinerja 
pemerintahan   

Opini BPK WTP WTP 

 
Jika dibandingkan dengan Perkembangan Opini BPK atas LKPD 2013-2022 di 

Kab/Kota Provinsi Jawa Timur disajikan dalam tabel berikut maka pencapaian 

Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD: 
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Tabel 3.15 
Tren Perolehan Opini atas LKPD di Jawa Timur Tahun 2013-2022 

 

Tabel 3.16 
Realisasi Target Kinerja BPKAD Tahun 2022 dan 2023  

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
SASARAN/TUJUAN 

REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN 
PADA TAHUN  

2022 2023 
    Target Realisasi Target Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 Meningkatny

a kinerja 
pengelolaan 
keuangan 
daerah dan 
aset daerah  

 Opini BPK WTP WTP WTP  WTP 

  Meningkatny
a kualitas 
pengelolaan 
keuangan 
daerah  

Persentase 
Penyampaian laporan 
keuangan ke BPK tepat 
waktu 

100% 100% 100% 100% 

   Persentase laporan 
keuangan OPD yang 
disusun sesuai SAP 

80% 100% 90% 100% 

   Persentase temuan BPK 
tentang pengelolaan 
keuangan yang 
ditindaklanjuti  

80% 85% 90% 90% 

  Meningkatny
a kualitas 
pengelolaan 
barang milik 
daerah  

Persentase OPD yang 
tertib tata kelola barang 
milik daerah  

60% 70% 75% 75% 

   Persentase laporan 
barang milik daerah yang 
disusun sesuai ketentuan  

100% 100% 100% 100% 
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   Persentase temuan BPK 
tentang pengelolaan 
Barang Milik Daerah 
yang ditindaklanjuti  

50% 60% 60% 60% 

 

Tabel 3.17 
Realisasi  Penyesuaian RENJA BPKAD TAHUN 2023 

NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR 
TUJUAN/SASARAN 

TARGET  REALISASI 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Meningkatnya kinerja 

pengelolaan keuangan 

daerah dan aset daerah 

Opini BPK  WTP  WTP 

 Meningkatnya kualitas 

pengelolaan keuangan 

daerah  

Persentase OPD yang 

menyampaikan laporan 

keuangan sesuai ketentuan 

100% 100% 

  Persentase laporan 

keuangan OPD yang disusun 

sesuai SAP 

100% 100% 

  Persentase temuan BPK 

tentang pengelolaan 

keuangan yang 

ditindaklanjuti  

90% 90% 

 Meningkatnya kualitas 

pengelolaan barang 

milik daerah 

Persentase Pemanfaatan 

Barang Milik Daerah  

3% 3% 

  Persentase laporan barang 

milik daerah yang disusun 

sesuai ketentuan  

95% 100% 

  Persentase temuan BPK 

tentang pengelolaan Barang 

Milim Daerah yang 

ditindaklanjuti  

60% 60% 

 
Pencapaian realisasi target kinerja serta penyesuaiannya hasil dari evaluasi 

Inspektorat  dalam Rencana Strategis yang dijabarkan pada  Rencana Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 telah 

sesuai dengan target yang direncanakan. 

Capaian Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan 

keuangan daerah sebagai berikut :  

1. Berkaitan dengan Indikator Persentase OPD yang menyampaikan laporan 

keuangan sesuai ketentuan ditargetkan 100% terealisasi sebesar 100%  karena 
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dari 74 OPD yang ada telah menyampaikan laporan keuangannya secara tepat 

waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir serta didukung 

data sesuai yang dipersyaratkan bagi OPD yaitu : 

a. Laporan realisasi angggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan operasional; 

d. Laporan perubahan ekuitas; dan  

e. Catatan atas laporan keuangan. 

2. Untuk Indikator Persentase laporan keuangan OPD yang disusun sesuai SAP dari 

target sebesar 90% OPD terealisasi sebesar 100%.  

3. Indikator Persentase temuan BPK tentang pengelolaan keuangan yang 

ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dari target 90% tercapai 90% sesuai dengan 

target yang ditetapkan.  Untuk temuan tahun 2023 pada dasarnya telah ditindak 

lanjuti seluruhnya namun masih ada beberapa tindaklanjut yang belum sesuai 

rekomendasi BPK serta masih terdapat beberapa temuan tahun-tahun yang 

belum tuntas penyesuaiannya. 

Capaian Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan barang 

milik daerah sebagai berikut :  

1. Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah ditargetkan sebesar 

75% dari semua OPD dan terealiasi sebesar 75%.  Walaupun telah mengalami 

peningkatan dalam tata kelola barang milik daerah pada OPD, namun belum bisa 

optimal karena masih terdapat permasalahan antara lain karena pencatatan, 

keberadaan fisik dan pengungkapannya dalam laporan belum memadai. 

2. Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan dari target 

100% tercapai 100%, dimana setiap OPD telah menyusun laporan barangnya 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengharuskan setiap 

Pengguna Barang untuk menyusun laporan semesteran dan tahunan sebagai 

dasar untuk menyusun laporan barang milik daerah sebagai bahan penyusunan 

neraca pemerintah daerah yang menjadi bagian Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah.  

3. Persentase temuan BPK tentang pengelolaan Barang Milik Daerah yang 

ditindaklanjuti sesuai rekomendasi secara tuntas dari target 60% tercapai 60%. 

Meskipun seluruh temuan telah ditindaklanjuti sama serta  capaian kinerja telah 
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sesuai target tetapi masih banyak temuan terkait pengelolaan barang milik daerah 

yang belum tuntas atau belum sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh 

BPK, selain itu juga masih adanya tunggakan penyesuaian tindaklanjut temuan 

dengan rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya,  sehingga nilai belum 

maksimal seperti yang diharapkan.  

4. Untuk indikator baru hasil penyesuaian dari rekomendasi Inspektorat yaitu 

Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah dari target sebesar 3% tercapai 

3%.  

Hal-hal yang menjadi faktor pendorong sehingga target kinerja yang 

ditetapkan baik dari sisi pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat  tercapai dan 

telampaui adalah : 

1. Dilaksanakannya rekonsiliasi  secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali baik dari 

sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan sehingga mempermudah dalam 

penyusunan laporan keuangan ; 

2. Dilaksanakannya pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga 

laporan keuangan  SKPD dapat tersusun sesuai ketentuan sebelum batas akhir 

penyampaian laporan ke BPK; 

3. Untuk meminimalisir temuan BPK dalam pengelolaan aset /barang milik daerah 

maka dilaksanakan sensus barang dan rekonsiliasi barang milik daerah disetiap 

OPD; 

4. Untuk Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah 

dilaksanakan Bimbingan Teknis dan sosialisasi jika ada peraturan baru yang 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah; 

5. Agar tetap mendapatkan opini WTP setiap SKPD yang mendapatkan temuan 

sementera sesegera mungkin untuk menindaklanjuti temuan tersebut baik dari sisi 

pengelolaan keuangan maupun pengelolaan barang milik daerah. 

Hal-hal yang menjadi faktor penghambat  sehingga pengelolaan keuangan 

dan aset daerah belum tercapai secara optimal adalah : 

1. Untuk penyelesaian temuan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah 

yang berkaitan dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya belum dapat 

dituntaskan karena kurang adanya bukti pendukung dan data yang memadai; 

2. Untuk penyelesaian permasalahan aset/barang milik daerah membutuhkan 

waktu yang lama dan banyak pihak yang terkait; 
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3. Adanya kapasitas dan jumlah SDM yang berbeda di masing-masing OPD 

sehingga mempengaruhi ketepatan pengelolaan keuangan dan aset daerah; 

4. Adanya aset yang perlu ditinjau ulang keberadaannya, belum tercatat dan 

belum didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai; 

Langkah tindaklanjut atau perbaikan yang dapat dilaksanakan agar 

pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dapat lebih baik adalah :  

1. Percepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan laporang barang milik 

daerah dari SKPD; 

2. Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah melalui 

Bimbingan Teknis dan Sosialisasi; 

3. Segera menindaklanjuti hasil temuan BPK dengan didukung data yang lengkap; 

4. Melaksanakan sertifikasi tanah milik pemerintah kabupaten, inventarisasi barang 

dan sensus barang serta rekonsiliasi dan validasi barang; 

5. Membuat pakta integritas penggunaan barang milik daerah; 

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan penyelesaian 

tindak lanjut temuan BPK antara lain adalah terdapat beberapa temuan adminsitrasi 

tahun lampau, yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, dikarenakan 

rekomendasi sudah tidak relevan lagi dengan kondisi maupun regulasi saat ini. 

Perbandingan atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil 

Pemeriksaan BPK antara pemerintah Kabupaten Bojonegoro Pemerintah Pusat, serta 

Pemerintah Provinsi  dan Pemerintah Kabupaten/Kota   sampai dengan Semester I 

adalah :  

1. Pemerintah Pusat : 

 Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak  6.330 (28,7%) dan yang tidak 

dapat ditindaklanjuti sebanyak 6 (0,1%) 

2. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 
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 Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak  14.213  (13,4%) dan yang 

tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 17 (0,1%) 

3. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 

Laporan Hasil Pemeriksaan  yang belum ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi 

BPK  untuk pengelolaan keuangan daerah sebanyak  10%  dan sedangkan 

untuk pengelolaan aset daerah sebesar 40% sehingga  rata-rata yang 

tindaklanju belum sesuai untuk temuan Kabupaten Bojonegoro adalah 25%.  

Rekomendasi Kabupaten Bojonegoro sebanyak 28 ditindaklanjuti 28, sesuai 

rekomendasi 21 (75%) belum sesuai rekomendasi 7 (25%) tidak dapat 

ditindaklanjuti 0. 

Angka tersebut lebih rendah jika dibanding dengan tingkat tindaklanjut dari 

pemerintah pusat namun lebih tinggi dari rata-rata tindaklanjut temuan 

pemerintah daerah.  

Tabel 3.18 
Hasil Pemantauan Terhadap Pelaksanaan TLRHP Semester I Tahun 2023 
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Tabel 3.19 
REALISASI  PERJANJIAN KINERJA  BPKAD TAHUN 2023 

NO TUJUAN SASARAN TARGET  REALISASI 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Meningkatnya kualitas 

pengelolaan keuangan 

daerah  

Opini BPK atas LKPD 

Kabupaten Bojonegoro 
Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) 
Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) 

2 Meningkatnya kualitas 

pengelolaan barang 

milik daerah 

Predikat SAKIP Badan 

Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah 

A BB 

  Indeks Kepuasan 

Masyarakat yang dihasilkan 

oleh Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah 

Sangat Baik  Sangat Baik  

  Prosentase Penyerapan 

Anggaran Badan 

Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah 

85% 79,08% 

  Nilai MCP KPK 97% 98% 
  Inovasi  1 

Inovasi/Penghargaan  

1 

Inovasi/Penghargaan  
 

Pencapaian realisasi target Perjanjian Kinerja  Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro beberapa indikator telah sesuai 

target yaitu : 

1. Opini BPK atas LKPD Kabupaten Bojonegoro mendapatkan WTP sebagaimana  

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan dari  BPK Provinsi Jawa Timur 

Tanggal 22 Mei  2023; 

2. Indeks Kepuasan Masyarakat yang dihasilkan oleh Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah dengan nilai 89,07 (sangat baik) dari reponden 

eksternal dan 92,03  (sangat baik)  dari responden internal untuk Layanan 

Penerbitan SP2D sebagaimana Laporan Akhir Pelaksanaan Survey Kepuasaan 

Masyarakat (SKM). 
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3. Total Nilai Capaian MCP KPK Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Pada Akhir 

Tahun 2023 sebesar 98 

Tabel 3.20 
Capaian MCP KPK Tahun 2023 

➢  

 

4. Untuk Capaian Target Penyerapan Anggaran ditargetkan sebesar 85% dalam 

pelaksanaannya tidak tercapai target hanya terealisasi sebesar 79,08%. Tidak 

optimalnya realisasi penyerapan anggaran karena penyaluran Bantuan Keuangan 

Khusus yang tidak maksimal. Dimana calon penerima bantuan tidak mengajukan 

penyerapan anggaran dengan pertimbangan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak 

mencukupi. Karena bentuk bantuan mayoritas berupa kegiatan fisik. Secara Rinci 

Penyerapan Anggaran dapat dilihat dalam tabel Laporan Realisasi Anggaran di 

bawah ini : 
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Tabel 3.21 
Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Tahun 2023 
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5. Pada Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

mengembangkan aplikasi RANIA yang dibuat pada Tahun2023 pada awalnya  

aplikasi tersebut untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah 

yang mengakomodir Laporan Realiasi Anggaran secara realtime. Pada Tahun 

2023 Aplikasi tersebut dikembangkan untuk mendukung aplikasi SIPD terutama 

untuk informasi progress dari proses SP2D bagi Bendahara Pengeluaran SKPD. 
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6. Untuk target Predikat SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

dengan nilai A belum dapat tercapai,  BPKAD mendapatkan nilai BB. 

Selanjutnya untuk dapat mencapai target akan terus dilaksanakan perbaikan 

dalam mencukupi indikator penilaian SAKIP.  
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BAB  IV 
PENUTUP 

Dari uraian evaluasi kinerja, permasalahan dan solusi selama tahun 2023, 

maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi sebagai perangkat daerah (SKPD) dan pelaksanaan tugas fungsional 

selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) maupun Bendahara Umum 

Daerah (BUD) telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun masih perlu 

untuk ditingkatkan.  

Sebagai kesimpulan ada beberapa catatan penting yang mempengaruhi 

belum optimalnya penyerapan anggaran tahun 2023 antara lain : 

1. Adanya efisiensi anggaran dalam beberapa kegiatan ; 

2. Penerima Bantuan Keuangan tidak melakukan penyerapan anggaran karena 

pertimbangan waktu pelaksanaan; 

Dalam upaya peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bojonegoro pada tahun yang akan datang perlu dilakukan strategi, 

sebagai berikut: 

1. Memaksimalkan penganggaran berbasis kinerja. 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

3. Melakukan koordinasi dan sinergitas yang lebih intensif dengan seluruh 

stakeholder (antar SKPD maupun dengan instansi vertikal) 

4. Memaksimalkan segala sumber daya yang ada dalam pelaksanaan tugas. 

Selanjutnya sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja, akan dilakukan upaya-upaya 

antara lain : 

1. Lebih intensif dalam melaksanakan verifikasi dan pendampingan kepada 

pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, 

pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan serta barang milik 

daerah; 

2.  Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi yang efektif antar pegawai, 

antar bidang dan antar perangkat daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan cepat dan tepat; 

3.  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja yang 

dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pada masing-

masing bidang. 



LKjIP  BPKAD 2023  halaman  40 

 
 

 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan 

gambaran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Bojonegoro kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder maupun pihak lain 

yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk pembangunan 

Kabupaten Bojonegoro.  

 
Bojonegoro,      Januari  2024 

KEPALA BADAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
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